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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK 
 

 NOMOR  11  TAHUN  2008  

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) 

KABUPATEN LANDAK TAHUN 2007– 2027 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

    Menimbang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun rencana 
pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua 
puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007-2027; 

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3904) sebagimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3970); 

 
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

 
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 
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  5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesisa Nomor 4439); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Recana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak  Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 9); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LANDAK  

dan 
BUPATI LANDAK  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH  TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN LANDAK 
TAHUN 2007 – 2027. 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintahan  Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah 
pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD 
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah memuat penjabaran dari visi, misi dan 
program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Strategis Satuan Kerja Pembangunan Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen 
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah                         
untuk periode 1 (satu) tahun.   

9.  Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)  adalah dokumen perencanaan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode   
perencanaan. 

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 
mewujudkan visi. 

 

BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

Pasal 2 
 

RPJPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 
20 tahun (2007 – 2027), sebagaimana tercantum dalam  Lampiran Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 3 

Penjabaran dari RPJPD ini akan ditindaklanjuti dalam RPJMD yang diatur dalam Peraturan 
Daerah tersendiri. 
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Pasal 4 

Dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan daerah, Calon Kepala Daerah 
berpedoman pada RPJPD ini. 
 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. 

 
 

 
    Ditetapkankan  di Ngabang 
    pada tanggal 19  Mei  2008 
 
          BUPATI LANDAK, 
 
                        
 
    ADRIANUS ASIA SIDOT 
 

 
 

Diundangkan di Ngabang 
pada tanggal  22 Juli 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008  NOMOR 11 
 

 
 
 
 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK, 

 
 
 

 
LUDIS 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN LANDAK 
NOMOR  11 TAHUN  2008 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  (RPJPD) 
KABUPATEN LANDAK TAHUN  2007 - 2027 

 
I. PENJELASAN  UMUM 

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
menegaskan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab 
berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan 
serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 
yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.  

Undang-Undang tersebut melahirkan semangat reformasi untuk mewujudkan 
administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas 
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan mempraktekkan 
prinsip-prinsip good governance. Terselenggarannya good governance merupakan prasyarat 
utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa 
dan negara. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralistik 
menjadi desentralistik, dengan titik berat otonomi di tingkat kabupaten/kota yang 
kedudukannya langsung berhubungan dengan masyarakat, sasarannya adalah meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas pelayanan sekaligus menampung aspirasi masyarakat.  

Dalam menyelenggarakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ini, 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan good 
governance Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan pembangunan yang 
berorientasi pada hasil dan berwawasan kedepan.   

            Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional memberi peluang kepada daerah untuk mempertajam dokumen perencanaan 
sebelumnya yang telah ada seiring dengan dinamika dan tuntutan kebutuhan pembangunan 
sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki serta sesuai dengan harapan dan aspirasi 
masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga 
mengamanatkan upaya untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dalam 
sistem pembangunan nasional dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah 
dengan proses penganggaran daerah sehingga terbit juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara.  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 
telah mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra 
SKPD) dan Rencana Kerja (Renja SKPD). Sedangkan substansinya mengacu kepada 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional 2005 – 2025. 



6 
 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah (RPJPD) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut diatas adalah dokumen perencanaan yang memiliki 
periode 20 tahunan yang  memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang selanjutnya 
akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu lima tahunan. Sedangkan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima 
tahunan daerah yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), 
dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 – 2027 ini adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 
tahun 2007 sampai dengan tahun 2027, ditetapkan dengan maksud memberikan arah 
sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia 
usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah 
pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku 
pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di 
dalam satu pola sikap dan pola tindak. Disamping itu RPJPD Kabupaten Landak 2007 - 2027 
ini sebagai acuan penyusunan RPJM Kabupaten Landak setiap 5 tahun sebagai arah 
sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Landak 
(pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.  

  
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 2 

Cukup Jelas. 
 
Pasal 3 

Cukup Jelas. 
 
Pasal 4  

Cukup Jelas. 
 
Pasal 5  
 Cukup jelas. 
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